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PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 23 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG  

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

Menimbang: a.  bahwa menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Persetujuan Penganggaran Mendahului 

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 

tanggal 25 April 2017, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun Anggaran 2017;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5340); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4826); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4829); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114;  

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2007 Nomor 12); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 
Nomor 11); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 

2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2010 Nomor 2); 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2010 Nomor 6); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2010 Nomor 7); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2010 Nomor 8); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 

2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 
Nomor 10); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2011 Nomor 11); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2011 Nomor 21); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 
Nomor 26); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 2); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

3); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 
Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir 
di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 66); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 6); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 

2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
9); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 10); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 59);  

56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 15); 
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57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
23); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 23); Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 44); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 

2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Temanggung pada Badan Usaha Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2015-2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 53);  

60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16  Tahun 
2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan 
Bupati Temanggung Tahun 2018  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10  Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 68); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 11); 

63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

65. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung 
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran; 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 63 TAHUN 2016 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 

2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran 2017 terdiri atas: 

1. Pendapatan  

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp 235.049.992.315,00 

b. Dana Perimbangan Rp   1.092.044.131.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 400.109.943.000,00  (+) 

Jumlah Pendapatan Rp   1.727.204.066.351,00 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 682.325.590.376,00 

2) Belanja Bunga Rp     6.552.628.284,00 

3) Belanja Hibah Rp 46.024.086.000,00 

4) Belanja Bantuan Sosial Rp 10.891.353.625,00 

5) Belanja Bagi Hasil Rp 4.582.500.000,00 

6) Belanja Bantuan Keuangan Rp 330.304.755.595,00 

7) Belanja Tidak Terduga Rp 500.000.000,00 (+) 

Jumlah Belanja Tidak Langsung       Rp 1.081.180.913.880,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 64.162.024.464,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 312.015.328.296,00 

3) Belanja Modal Rp 315.642.357.305,00 (+) 

Jumlah Belanja Langsung                 Rp   691.819.710.065,00 

Jumlah Belanja Rp  1.773.000.623.945,00 

Suplus/(Defisit)                Rp    (45.796.557.630,00) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan  Rp 112.314.736.108,00 

b. Pengeluaran Rp 66.518.178.478,00 (-) 

Jumlah Pembiayaan Neto    Rp 45.796.557.630,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  

tahun berkenaan  Rp             0,00 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.    

 

 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal  

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

TTD 

 

M. BAMBANG SUKARNO 

 

 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal  

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

TTD 

 

BAMBANG AROCHMAN 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 23     


